
  

 
 

 

 

 

BUPATI POLEWALI MANDAR 

PROVINSI SULAWESI BARAT 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR 

NOMOR 9 TAHUN 2014 
 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2013 
TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN  

DAN PERKOTAAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI POLEWALI MANDAR, 

 
Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan klarifikasi  

Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam 
Negeri, maka perlu melakukan penyesuaian 
Pasal dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 

2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan 
Perdesaan dan Perkotaan sesuai Undang-Undang 
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah; 

 

 

 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
di maksud dalam huruf a, maka perlu 

menetapkan Peraturan Daerah tentang 
Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 
2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
105, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4422); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4844); 

4. Undang-Undang Nomor 28  Tahun 2009 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 

130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049); 

 



  

 
 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 
tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali 

Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 160); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 
tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan 
Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 
tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut 

Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau 
Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 

153, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5179); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 
2014 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah; 

10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang 
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali 
Mandar Tahun 2013 Nomor 1); 

 

Dengan persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR 
dan 

BUPATI POLEWALI MANDAR 

 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2013 

TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 
PERDESAAN DAN PERKOTAAN. 

 

 
Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 

1 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah 

Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013 Nomor 1) 

diubah sebagai berikut : 

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf d diubah 

sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 3 

(3) Objek Pajak yang tidak dikenakan pajak 
adalah objek Pajak yang : 



  

 
 

a. digunakan oleh Pemerintah Pusat, 
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah 

untuk penyelenggaraan pemerintahan; 

b. digunakan semata-mata untuk melayani 
kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, 

kesehatan, pendidikan dan kebudayaan 
nasional, yang tidak dimaksudkan untuk 

memperoleh keuntungan; 

c. digunakan untuk kuburan, peninggalan 
purbakala, atau yang sejenis dengan itu; 

d. merupakan hutan lindung, hutan suaka 
alam, hutan wisata, taman nasional, tanah 
penggembalaan yang dikuasai oleh desa, 

dan tanah negara yang belum dibebani 
suatu hak; 

e. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan 
konsulat berdasarkan asas perlakuan 
timbal balik; dan 

f. digunakan oleh badan atau perwakilan 
lembaga internasional yang ditetapkan 
dengan Peraturan Menteri Keuangan.  

 

2. Ketentuan Penjelasan Pasal 8 diubah sehingga 

Penjelasan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut: 

Nilai jual untuk bangunan sebelum diterapkan 
tarif pajak dikurangi terlebih dahulu dengan Nilai 

Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOTKP) 
sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).  

 

Contoh:  

Wajib pajak A mempunyai objek pajak berupa:  

- Tanah seluas 800 m
2 

dengan harga jual          

Rp. 300.000,-/m
2
; 

- Bangunan seluas 400 m
2 

dengan nilai jual            

Rp. 350.000,00/m
2
; 

- Taman seluas 200 m
2 

dengan nilai jual                  

Rp. 50.000,00/m
2
; dan 

- Pagar sepanjang 120 m dan tinggi rata-rata 
pagar 1,5 m dengan nilai jual                         

Rp. 175.000,00/m
2
.  

Besarnya pokok pajak yang terutang adalah 
sebagai berikut:  
1. NJOP Bumi : 800 x Rp. 300.000,00                       

= Rp. 240.000.000,00  
2. NJOP Bangunan :  

a. Rumah dan garasi 400 x Rp. 350.000,00                       
= Rp. 140.000.000,00  

b. Taman 200 x Rp. 50.000,00    

= Rp.   10.000.000,00  
c. Pagar (120 x 1,5) x Rp.175.000,00 

= Rp.  31.500.000,00 +  
Total NJOP Bangunan Rp. 181.500.000,00  

Total NJOP Bumi dan Bangunan                           

= Rp.421.500.000,00  

Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak         
=   Rp. 10.000.000,00  

3. Nilai Jual Objek Pajak Kena Pajak                                             
= Rp.411.500.000,00  



  

 
 

4. Tarif pajak yang ditetapkan dalam Peraturan 
Daerah 0, 1 %.  

5. Pajak Bumi dan Bangunan terutang :  
0,1% x Rp. 411.500.000,00= Rp. 411.500,00  

 

3. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf a dan huruf b, 

ayat (2), ayat (3) diubah sehingga Pasal 15 

berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 15 

(1) Bupati dapat menerbitkan STPD jika : 

a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau 
kurang dibayar; dan 

b. wajib pajak dikenakan sanksi administratif  

berupa bunga dan/atau denda. 

(2) jumlah kekurangan pajak terutang dalam 

STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a ditambah dengan sanksi administratif 
berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap 

bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan 
sejak saat terutangnya pajak. 

(3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah 
jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi 
administratif berupa bunga sebesar 2% (dua 

persen) sebulan dan ditagih melalui STPD. 

 

 

4. Ketentuan Pasal 16 ayat (3) dihapus sehingga 

Pasal 16 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 16 

(1) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT 
sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) 

harus dilunasi paling lambat 6 (enam) bulan 
sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib 
pajak. 

(2) SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, 
Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan 
Banding, yang menyebabkan jumlah pajak 

yang harus dibayar bertambah merupakan 
dasar penagihan pajak dan harus dilunasi 

dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) 
bulan sejak tanggal diterbitkan. 

(3) Di hapus 

(4) Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah 
memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat 

memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak 
untuk mengangsur atau menunda 
pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga 

sebesar 2% (dua persen) setiap bulan. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara 
pembayaran, penyetoran, angsuran dan 

penundaan pembayaran pajak diatur dengan 
Peraturan Bupati.  

5.  Pasal 31 dihapus. 



  

 
 

Pasal II 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada 
tanggal  1 Januari 2015. 

Agar setiap orang mengetahuinya, 
memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam 

Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar. 

    

  Ditetapkan di Polewali   
  pada tanggal 20 Oktober 2014 

  BUPATI POLEWALI MANDAR, 
 
 

 

                          ANDI IBRAHIM MASDAR 

 

Diundangkan di Polewali  
pada tanggal  23 Oktober  2014 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR, 

 
 

 
ISMAIL, AM. 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2014 NOMOR 9 

 
 
 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,      
PROVINSI SULAWESI BARAT : (NOMOR: 38 / TAHUN 2014) 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 



  

 
 

 
  

 
 
 

 


